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Abstract:

As a traditionalist political thinker in modern era, Rasyid Ridha
(1865-1935) had shown a relation between caliphate system and modern Islamic
state system. He tried to formulate “tradition” to answer political problem in
modern era. Until the value of civil authority and humaniged law
included/ formulated in Islamic state model which draft by him. He believed that
the caliphate system conld unify Islamic society in one leadership.

An idea drafted by Ridha about ahl hal wal aqd institution and
caliphate was more thrive than the thinkers before (classical thinkers), espectally
on competency, characteristic and the duties of caliphate and ahl hal wal agd. A
number of Ridho’s idea had repeated classical thinker’s thought, but Ridha able
to modify it with the social reality. Ridha had made effort to set his ideas with
writing activities and political movement to maintain caliphate tradition in
Islamic state.
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Pendahuluan

Dalam membahas pemikiran politik Islam, upaya yang kita
lakukan adalah mengklasifikasi, memahami tipologi, dan membaca
peta pemikiran yang berkembang, di antaranya melalui pendekatan
historis. Periodisasi dalam konteks keilmuan memudahkan kita untuk
memasuki ruang pergulatan di mana pemikiran itu dilahirkan.

Tulisan ini mencoba mengkaji pemikiran politik Islam
tradisionalis pada era modern. Era modern menurut para ahli
merupakan masa yang memberikan ruang bagi pemikiran politik Islam
untuk menjawab konsep negara dan kepemimpinan Islam yang kian
diperdebatkan sejak runtuhnya Khilafah Turki Usmani. Ini sesuai
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: dengan pendapat- Enayat yang dikutip oleh Dale F. Elckelrnan dan
- James Piscatori :

“Tidak ada tempat lain pun yang lebih jelas memperhhatkan
kecenderungan untuk menjustifikasi inovasi masa kini-
terhadap - praktik-praktik masa lalu daripada argumen yang
akhir-akhir ini muncul tentang watak negara Islam. Perdebatan .
ini tidak terjadi dengan sendirinya : ia tegknstal pada awal abad
ke-20 pada saat kaum Muslimin mencari sebuah alternatif bagi.

- doktrin kekhalifahan menyusul runtuhnya - kekhalifahan
usmaniyah”.' : E ‘

Tulisan ini dibatasi pada .pemikitém politik di era modern
dengan paradigma tradisionalis. Karya tokoh yang termasuk dalam
paradigma tradisionalis ini adalah : Pertama, Rasyld Ridha® (1865-
1935) yang dikenal sebagai pemikir dan pemimpin gerakan salaﬁyah di
Mesir. Kedua, Abdul Kalam Azad (1888-1958), seorang pemimpin
gerakan kekhaliféhan di India.’ Tulisan' ini hanya menampilkan
pemikiran salah satu tokoh tradisionalis tersebut, yaitu Rasyid Ridha.

Pembahasan

Era ‘modern merupakan era’ di mana Islam mengalami
- kemunduran dan Barat mengalami kemajuan. Era modern oleh ahli
sejarah Barat ditandai dengan adanya pencerahan dan industrialisasi.
Terminologi modern sendiri merupakan konstruk pemikiran yang
dibangun oleh Barat. Namun, realitas kehldupan di masa tersebut di
mana umat Islam terhegemoni oleh kolonialisme, perubahan sosial
dalam masyarakat Islam terjadi sebagai sebuah kenyataan

Suatu kehilangan bagi umat Islam yang sampai saat ini masih
diperdebatkan ‘dan disalahkan sebagal salah satu faktor kemunduran
umat Islam adalah dltmggalkannya sistem khilafah oleh Pemerintahan
Turki Utsmani. Padahal saat itu satu-satunya kekuasaan khilafah umat
Islam berada di kekuasaan Turki Utsmani. Keputusan ‘Majelis
_ Nasmnal Turki tahun 1924 yang mghkulda51 sistem khllafah--yang
' awalnya karena desakan. kolonialisme Barat, dalam hal ini Yunani yang
didukung Inggris, Prancis dan Amerika yang menduduki Izmir, salah
satu wilayah Turki tahun 1919 —merupakan sesuatu yang menjadikan
politik Sunni mencapai titik baliknya. Peristiwa ini merupakan puncak
~ proses ‘fermentasi’ di kalangan kaum Muslimin sejak abad XVIII dan
dalam bldang pemlklran politik Islam, melahirkan perdebatan seru
yang ter]adl antara kaum modernis dan trad151onahs atas pandangan -
mereka yang salmg bertentangan o
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Namun, kemunduran umat Islam yang ditandai dengan
runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani dan kolonialisme Barat yang
dirasakan hampir seluruh negara Muslim pada abad 18-20° tersebut,
tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi umat Islam.
Kondisi seperti ini ternyata memicu para ulama di era modern untuk
mendefinisikan kembali konsep-konsep politik Islam, sehingga sebagai
sebuah keilmuan ia tumbuh sebagai tanggapan, kritik dan gagasan
yang dipengaruhi semangat atas apa yang terjadi di masanya.

Kategorisasi Paradigma Pemikiran Era Modern

Paradigma pemikiran politik di era modern merupakan reaksi
terhadap Barat karena kata modern mewakili kebangkitan dan
kemajuan peradaban Barat. Bias sekular teor1 modernisasi
memberikan pengaruh pada ranah pemikiran dunia Islam®.
Modernisme menghadapkan umat Islam pada pilihan pahit : suatu
tradisonalisme baru Islam  yang sungguh-sungguh untuk
membangkitkan masa lalu, atau kaum sekuler yang membuka diri
secara terbuka hingga meninggalkan akar, atau kaum moderat yang
mengalir di tengah zamannya dan “menyelam dalam gagasan-gagasan
baru”. Dari tiga pilihan tersebut setidaknya terdapat gambaran
bahwa reaksi yang timbul menanggapi kenyataan modernitas dan
penetrasi Barat adalah :

1. Penolakan terhadap Barat (kaum tradisionalis dan
fundamentalis)

2. Akomodatif terhadap Barat (kaum sekularis)

3. Menerima namun selektif, mengkiritisi, dan mengkonfirmasi
dengan nilai Islam (kaum moderat)’

Dalam arena politik, sikap pertama melahirkan aliran yang
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur
segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya politik dan
kenegaraan. Islam seperti “Hyper-Market” yang secara paripurna
menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dan manusia hanya
tinggal melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. D1 antara
tokoh-tokoh kelompok pertama tersebut adalah Muhammad Rasyid
Ridha (1865-1935), Hasan al-Banna (1906-1949), Abu A’la al-
Maududi  (1903), Sayyid Quthb (1906-1966), dan Ayatullah
Khomaeni (1900-1989) dari kalangan Syiah. Pemikiran Rasyid Ridha
tentang negara dapat dilihat dalam buku .4/-Kbilafah aw al-Imamah al-
‘Uzhma. Hasan Al-Banna pemikirannya tercermin dalam ceramah-
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ceramahnya di kelompok Ighwanu! Muslhmin. Sepaham dengan
pandangan al-Banna, Sayyid Quthb menuangkan pemikirannya di
buku a/-‘Adalab al-Ijtima’tyyab fi al-Islam dan Ma'alim fi at-Tharig.
Sementara al-Maududi mencurahkan pemikiran politiknya dalam
partai Jama’at e-Islami di Pakistan dan dalam buku Islamic Law and
Constitution. Imam Khomaeni mengembangkan konsepsi syi’ah
tentang imamah dalam Wilayah al-Fagih.

Menurut Muhammad Iqgbal, para pemikir kelompok ini masih
mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh
dunia Islam. Ridha menamakannya Khi/afah, Quthb menamakannya
negara supranasional, dan Maududi menamakannya negara universal.

Tokoh-tokoh pemikiran yang dapat dikategorikan dalam
kelompok kedua adalah ‘Ali ‘Abd Raziq (1888-1966), Thaha Husein
(1889-1973) dan Mushtafa Kemal At-Taturk. ‘Ali Abd Raziq dalam
bukunya .A/Islam wa Ushul al-Hukm memandang bahwa Islam tidak
mempunyai tata aturan tentang politik. Nabi Muhammad SAW diutus
hanyalah sebagai Rasul dan bukan untuk membangun kekuatan politik
apalagi negara. Thaha Husein dalam Mustagbal al-Tsaqafab fi Mishr
menyatakan bahwa satu-satunya jalan agar Mesir dan umat Islam
mendapatkan kemajuan adalah meniru dan mengadopsi peradaban
Barat. Mushtafa Kemal at-Taturk melakukan sekularisasi besar-
besaran dengan meniru Barat dan meninggalkan budaya Islam. Ia
meninggalkan bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam, mengganti
azan dengan bahasa Turki dan menghapus lembaga-lembaga yang
pernah ada dalam dunia Islam.

Adapun tokoh-tokoh yang dapat dimasukkan dalam kelompok
ketiga adalah Muhammad ‘Abduh (1849-1905), Muhammad Iqbal
(1877-1938), Muhammad Husein Hiekal (1888-1956), Muhammad
Natsir  (1908-1993) dan Fazlur Rahman (1919-1988). ‘Abduh
berpendapat bahwa kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang
diangkat dan diberhentikan oleh manusia. Islam memang mengatur
masalah hubungan antarmanusia. Agar hukum tersebut efektif, maka
diperlukan pemimpin atau kepala negara yang akan melaksanakan dan
mengawasi pelaksanaannya. Namun demikian, kepala negara tersebut
bukan wakil Tuhan, melainkan hanya pemimpin politik. Pendapat ini1
senada dengan pandangan Haykal yang dalam bukunya .4/-Hukumah
al-Islamiyah secara garis besar 1a menyatakan bahwa Islam hanya
meletakkan garis besar bagi peradaban manusia, termasuk dalam hal
kenegaraan. Karenanya Islam tidak memiliki sistem pemerintahan
yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahannya
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sendiri, sesuai dengan perkembangan zaman, asalkan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan Islam. Igbal
mengelaborasi nilai-nilai ajaran Islam tentang kenegaraan dan
melakukan kajian kritis terhadap ideologi Barat. Dalam karyanya The
Reconstruction of Religiuos Thougth in Islam, Igbal menerima sosialisme
karena tidak bertentangan secara prinsip dengan Islam. Iqgbal menolak
komunis-ateisme yang dianggap bertentangan dengan nilai
kemanusiaan dan ketuhanan. Igbal pun menolak demokrasi Barat
karena tidak memiliki landasan vertikal terhadap ketuhanan. Igbal
mau menerima demokrasi dengan syarat keburukannya dibersihkan
terlebih dahulu. Pemikiran Igbal ini dikembangkan oleh Fazlur
Rahman dalam buku Implementation of the Islamic Concept of state in the
Pakistan Millieu.”

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, paradigma
pemikiran polittk Islam di era modern, menurut M. Din
Syamsuddin', didorong oleh beragam tipe pemecahan yang
ditawarkan oleh para pemikir-pemikir politik Islam di zaman
modern. Di antara para pemikir tersebut ada yang merefleksikan
sikap “menata ke luar” (outward-looking) dalam merespon tantangan
dari Barat, dan di sisi lain, menjelmakan sikap “menatap ke dalam”
(tnward-looking) dalam mengkonstruksi pendekatan-pendekatan
metodologis atas sumber-sumber pemikiran Islam: al-Qur’an, Hadits
dan Sejarah Islam. Berkaitan dengan perlakuan terhadap sumber-
sumber Islam, di mana terdapat pihak yang melakukan pendekatan
“tekstual-literal” dan yang lainnya menggunakan pendekatan
“rasional-kontekstual”. Maka berdasarkan hal tersebut paradigma-
paradigma tersebut oleh Din Syamsuddin disebut “tradisionalis”,

. . 11
“modernis”, dan “fundamentalis”.

Paradigma Tradisionalis

Di antara ketiga paradigma tersebut, seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, bahwa makalah ini hanya akan membahas
paradigma tradisionalis sebagai salah satu paradigma pemikiran politik
Islam modern yang diwakili oleh salah satu tokoh pemikirnya, yaitu
Rasyid Ridha.

Salah satu karakteristik paradigma tradisionalis adalah mereka
menjadikan masa lalu sebagai jalan keluar dalam menghadapi masalah
dihadapan mereka (¢wo way trafic). Mereka terikat tradisi yang dipercaya
dari syar’ah dan berupaya melindungi dan mempertahankannya.
Mereka antipati terhadap Barat, oleh karena itu segala yang datang
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_darl ‘Barat harus di tolak karena tldak sesual dengan kepnbadlan'
Islam. Untuk itu umat Islam harus- kembali kepada ajaran agama .
mereka secara konsisten.' Artmya mereka leblh suka kembali ke masa
lalu untuk 'menjawab tantangan di: zamannya * Hal inihampak-dalam
ungkapan Rasyid Ridha'* ' BRI

“Kalaulah umat Islam tetap berpe ang teguh ke ada dasar-
.dasar. syari’at seperti yang. telah 1tetapkan ach ‘masa. al-
Khulafa ar-Rasyidun tentang urusan khilafah ini, niscaya tidak
akan timbul fitnah dan bencana dan agama Islam past1 akan
tersebar ke seluruh dunla ' ,

Dari. pernyataan- tersebut nampaknya paradlgma tradisionalis
menganggap bahwa apa yang dilakukan dalam ‘sejarah, termasuk
kepem1mpman Khulafa Rasyidun, adalah contoh kebenaran penerapan
syari’at, berasal dari wahyu, dan dlpercaya sebagai Islam yang otentik.
Menurut Sayyed Hoessem Nast yang d1kut1p oleh D1n Syamsuddm

' “Tradls1 mengandung kesakralan keabadlan kebenaran yang
Eastl kebijaksanaan - peremal juga penera%an yang -
erkesinambungan “dari . prinsip- pr1n51p yang ‘abadi pada
- kondisi-kondisi yang beragam dari ruang dan waktu”.

- Selan]utnya Dm Syamsuddm mengatakan bahwa seor'mg
tradisionalis merupakan individu yang. berkomitmen terhadap syari’ah
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yang merupakan sumber dan seluruh a]aran dan moralitas agama” ’

- Sebagai seorang.reformls Mesu:, Rasyid Ridha merupakan
penghubung*yan'g penting .antara teori.klasik” kekhalifahan, seperti
pemikiran Imam Mawardi dan Ibnu Khaldun yang banyak dikutipnya,
dengan gagasan tentax_lg negara Islam pada abad ke-20. Ridha
memandang balik ke “zaman- keemasan” pemerintahan Islam dan
mengacu kepada pandangan yang mapan di dalam - historiografi
muslim, membedakan antara kekhalifahan ideal pada masa empat
penerus pertama Nabi Muhammad SAW dan kekhalifahan setelahnya
yang telah dipaksa’ berkomproml dengan para tiran dan kadang
menjadi tlran itu sendiri. - '

Nampaknya Rasyld Rldha hanya mengakul bahwa contoh
khalifah yang dia maksudnya adalah khilafah empat sahabat Nabi SAW,
Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ia menentang ‘pengangkatan Yazid
sebagai khahfah Ia menyatakan ‘bahwa pengangkatan’ Yazid sebaga1 ‘

khahfah ‘adalah fa.fzq Rasyld R1dha sepaham dengan Ibnu Khaldun L

bahwa masalah utama yang telah men)adxkan pemermtahan ‘Islam
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~menjadi tidak ideal adalah karena terjadi perubahan’ bentuk dan “Slstern’

Khilafah” menjadi “Sistem Monarki” (Ingilabu! Khilafah ilal Mulk). Pelaku

-perubahan sistem pemerintahan ini adalah Muawiyah, yang oleh Rasyid

Ridha dituduh sebagai aktor utama yang menyebabkan pertentangan L

umat Islam mengenai khilafah'®.

Sebagai seorang pemikir di masa modern, Rasyid Ridha
memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi sosmlnya Gagasan
pemlklran Rasyid Ridha tidak hanya tertuang dalam karya tullsnya ‘
‘baik yang tertuang dalam majalah a/-Manar atau buku yang ia tulis,
melainkan tampak dalam akt1v1tasnya Ia pernah aktif berkec1mpung»

;dalam dunia politik. Bahkan ia berinisiatif mengunjungi beberapa B

negara Arab’ guna menjelaskan bahaya politik kerjasama antara Arab
~ dengan Inggris serta Perancis dalam usaha mereka men]atuhkan
“kerajaan Utsmani. Setelah usaha mempengaruhi Raja Faisal di Hejaz, -
‘gagal, ia melanjutkan dengan memainkan peran penting ‘dalam
kongres Suria dan perundingan Arab dengan Inggris. dan ‘di
Konferensi Jenewa ia turut serta sebagai anggota delegasi Suria-
. Palestina.” Hal ini dapat menjelaskan bagaimana upaya Rasyid Ridha
mengkritisi pemikiran dan gerakan pemikiran di zamannya. Selain
- menyatakan  gagasannya dalam majalah  a/-Manar ia - aktif
‘memsosialisasikan  pemikirannya melalui gerakan politik ‘yang '
dl]alamnya

Sebagai orang yang pernah berguru pada Muhammad Abduh -

- ‘Rasyid Ridha menghargai akal manusia, walau tidak setinggi

“‘penghargaan yang dilakukan gurunya. Tidak perlu ijtihad dalam hal

~ ibadah, akal dapat dipakai terhadap ajaran hidup kemasyarakatan,

~-namun terhadap ayat dan hadis yang memiliki arti yang jelas dan tegas,

- ijtihad -tidak dapat digunakan. Dari hal ini dapat kita pahami-cara

‘berfikir Rasyid Ridha dan bagaimana ia mensikapi sumber-sumber
"..pemiki;an Islam. ' S

Sebagai murid Al-Afghani, ia melihat salah ‘satu " faktor
‘penyebab ‘kemunduran umat Islam adalah karena mereka terpecah

belah, oleh karena itu untuk memajukannya harus dlhldupkan
~ kembali kesatuan umat Islam. Kesatuan yang dimaksud adalah bukan

kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa atau kesatuan bangsa, e

'tetapl kesatuan atas dasar keyakinan (agidah) yang sama. Oleh karena
- itu ia tidak setuju dengan gerakan Nasionalisme Mesir yang dlpeloporl B

_ Mustafa Kamil dan gerakan Nasionalisme Turki yang dipelopori Turki
'Muda. Ia ~menganggap bahwa faham nasionalisme bertentangan -

dengan ajaran persaudaraan seluruh umat dalam Islam. Persaudaraan
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"dalam Islam tldak kenal pada perbedaan bahasa perbedaan tanah air
~‘dan perbedaan bangsa -

Menurut: Rasyld Ridha - semua umat bersatu di bawah satu
kcyakman satu sistem moral dan satu sistem pendldlkan dan tunduk

. pada satu sistem hukum. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan

bahwa . suatu masyarakat dikatakan masyarakat politik jika i
mempunyal lembaga kekuasaan yang khusus yang dapat menetapkan
hukum dan undang-undang, yang ia ‘buat. dan ia ‘adopsi,’ yang
'mengatur perilaku” masyarakat. Hukum dan Undang-undang itu
kemudian diaplikasikan kepada masyarakat dan memaksa mereka
untuk mematuhinya. Undang-undang tersebut dipatuhi secara umum
oleh masyarakat dan diakui mempunyai kekuatan dengan sukarela atau
terpaksa, juga ia diakui sebagal kekuasaan tertinggi dalam masyarakat
itu dan yang dapat memberlkan hukum materlal a "Hukum yang
dlmaksud Rasyid Rldha adalah .S_'yzm at dan Ijma

Hukum dan undang-undang ‘tidak dapat dllalankan tanpa
kekuasaan pemenntah Oleh karena. itu kesatuan. umat perlu
»mengambll bentuk negara. Negara yang dianjurkan oleh Rasyid
Ridha adalah negara dalam bentuk kekhalifahan. Kepala negara ialah
~ ‘khalifah. Karena ia mempunyai kekuasaan legislatif, maka harus

‘mempunyai ‘sifat mujtahid. Tetapi dalam hal itu khalifah tidak boleh
bersifat absolut. Khalifah adalah ‘mujtahid besar dan di bawah
khalifah serupa inilah kema]uan dapat. dlcapal dan kesatuan umat
(termasuk di dalamnya semua - golongan 'umat- Islam) dapat
diwujudkan. Ulama merupakan pembantu pembantunya yang utama
dalam soal memerintah umat. :

o Keberplhakan yang kuat. terhadap sistem khllafah ia tun]ukan
dalam loyalitasnya pada pemerintahan-Turki Utsmam Loyalitasnya ini
diungkapkan oleh Rasyid Ridha dalam nomor-nomor pertama majalah
- al-Manar yang merupakan media yang ‘menjadi corong atas

pemikirannya. Menurut. Munawir Sadjali dukungan sepenuhnya itu
_terus’  berkelanjutan - sampal Abdul Hamid II digulingkan oleh
kelompok AHttibad wat-Taragi. Rasyld Ridha tetap memberikan
dukungan pada pemenntahan dinasti Utsmaniyah walaupun saat itu
mencerminkan pemerintahan penguasa tunggal yang absolut, despotik
dan sewenang-wenang Sikap Rasyid Ridha tersebut membingungkan
para ulama saat itu. Bahkan setelah kekuasaan diambil alih pun Rasyid
Ridha tetap konsisten mendukung sistem khalifah yang dibentuk oleh
kelompok - .A/-Ittihad - wat-Tarags. Walau ternyata ia dikecewakan
pemermtahan baru dengan adanya dlskrlmlna51 terhadap orang-orang
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Arab non Turki, pajak yang tinggi, dan sikap diam pemerintah
Utsmani atas pengambilan kota Tripoli oleh Itali pada tahun 1911, hal
tersebut tidak mampu menggoyahkan keyakinannya untuk mendukung
pelestarian sistem kekhalifahan di Istambul.?

Upaya mewujudkan kesatuan umat melalui sistem khilafah ini
pada mulanya oleh Rasyid Ridha diharapkan tetap berjalan pada kerajaan
Utsmani, tetapi harapan itu pupus setelah Mustafa Kamal menghapuskan
sistem pemerintahan khalifah.** Padahal Rasyid Ridha telah menaruh
harapan yang tinggi pada pemerintahan Mustafa Kamal terutama ketika
mendengar kabar kemenangan Mustafa Kamal terhadap pasukan Yunani.
Dengan kemenangan ini ia menjuluki Mustafa Kamal sebagai “abdi Islam
dan umat Islam” serta senantiasa mengelu-elukan kepemimpinannya
sebagai khalifah dan melupakan kekecewaan terhadap pemerintahan
kelompok _A/-Ittihad wat-Taragi. Namun, betapa kecewanya Rasyid Ridha
pada Mustafa Kamal karena pada tahun 1922, Mustafa Kamal
membekukan kekuasaan sultan dan puncaknya pada tahun 1924 Mustafa
Kamal menghapus pemerintahan khalifah.”® Kekecewaan ini tidak
menghentikan petjuangannya mendukung sistem pemerintahan khalifah.
Oleh karena itu ia kemudian meletakkan harapan pada Kerajaan Saudi
Arabia setelah Raja Abdul Al-Aziz dapat merebut kekuasaan di
semenanjung Arabia.*

Melihat kondisi kepemimpinan umat Islam saat itu, Rasyid
Ridha menganggap tidak mungkin membangkitkan kembali
kekhalifahan sebagai sumber satu-satunya otoritas spiritual, namun dia
melihat pemindahan fungsinya kepada negara Islam sebagai sebuah
alternatif praktis. Rasyid Ridha tidak menyebutkan khalifah sebagai
pengganti atau wakil Rasulullah. Ia lebih menekankan pengertian
khilafah sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Hal ini dapat
dilihat dari definisi Ridha mengenai khalifah yang berbeda dengan
definisi yang dibuat oleh pemikir sebelumnya seperti Mawardi. Ridha
mendefinisikan &halifah, Imamah al-Ugma (pemimpin tertinggi), dan
Imarotul Mu'minin (pemimpin orang-orang beriman), sebagai satu
makna yang mempunyai fungsi sebagai pemimpin pemerintahan Islam
yang mencakup masalah dunia dan agama (ad-dien wa ad-dunya). *'
Berbeda dengan Mawardi yang menyatakan bahwa fungsi khalifah
adalah posisi pengganti kenabian (maudu’atu likbilafati an-nubuwwah)
dalam hal memelihara agama dan kepentingan dunia.”

Negara Islam dijelaskan oleh Ridha sebagai a/-Kbilafah al-

Islamiyah yang menegaskan adanya hubungan antara teori tentang
kekhalifahan dan teori tentang negara Islam. Walau pemikiran Ridha
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' dianggap paradoksikal, romantis bahkan utopis oleh beberapa pakar,:
‘namun Ridha telah ‘berhasil merancangkan gagasan.dasar bagl para
. penganjur -negara Islam berikutnya dan memformulasikan . “tradisi”
sedemikian hingga negaraitu memasukkan gagasan tentang kedaulatan ‘
rakyat dan hukum yang manusiawi.” - ‘

Rasyid - Ridha berusaha membela tlpe pemenntahan yang; :
bercirikan kedaulatan rakyat, yakni pemerititahan-yang dibentuk oleh -
perwakilan dan musyawarah lewat ab/ al-hall wa/ qd serta janji setia.

- umat (baiad)™. S o

Rasyld Ridha mempertahankan keberadaan ab/ /Ja/ wa/ aqd ini
sebagai representasi #/u/ amri’' Gagasan awal ahl hal wal aqd merupakan
adaptasi dari ab/ as-syura yang' pernah’ dipraktikkan oleh masa Kbalifah
Rasyidun teratama Umar bin Khattab. Istilah ‘tersebut mengacu kepada
pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk
menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti- kepala’ negara.
Mereka  adalah ~ adalah orang-orang “yang ditujuk © Umar  untuk

‘ bermusyawarah menentukan smpa yang akan mengganukannya setelah
meninggal.”* ' ! R

' ‘Ulama~ yang menolak keberadaan a/)l ahl wa/ aqa’ adalah ‘Ibnu
Taimiyah. ‘Seperti yang dikutip oleh Muhammad. Iqbal bahwa Ibnu
Taimiyah menolak pengangkatan kepala negara oleh ‘abl ahl wal aqd,
bahkan ia menolak - keberadaan - lembaga’ - tersebut. - ‘Menurut  Ibnu -

Taimiyah keberadaan  lembaga ah/ ahl wal agd pasca Khulafa Rasyidin

menjadi alat legmmas1 kekuasaan khalifah Bani Umayah dan Bani Abbas.
-+ Kedudukan mereka tidak: lagi independen, karena" ‘mereka  diangkat

~menjadi ahl abl wal aqd oleh khalifah. Akibatnya mereka tidak lagi men)adl
- lembaga kontrol:terhadap kekuasaan kepala negara. Bahkan lembaga ini.

dianggap mengarah kepada terbentuknya Iembaga kependetaan -dalam
Islam " dan .melahirkan - doktrin- kemaksuman ‘imam. - Konsekuensi
: terburuknya adalah doktnn ini’ akan menghllangkan hak rakyat untuk
memilih. g SRR

Lembaga ahl al- ba// wal aqd menurut Rasyld Ridha adalah
perwakllan sah dari umat bukan sebagal kaki tangan dari pemimpin
yang memerintah’seperti yang dikhawatirkan oleh Ibnu Taimiyah.
Oleh karena itu, berbeda ‘dengan pemlklr sebelumnya ‘seperti al-
Mawardi dan " lain- -lainnya, yang ingin memasukkan  kualifikasi
pengetahuan, popularitas; dan kepemimpinan, ke dalam ah/ al-hall
wal’agd, Rasyid Ridha menekankan kualifikasi' pengaruhnya. Bagmya
memiliki kualifikasi pengaruh yang efektif lebih penting bagi anggota
majelis, karena' dengan demlklan meéreka akan punya otoritas final
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dan mampu menegakkan keputusan-keputusan mereka dalam umat
secara keseluruhan. Oleh karena itu ah/ al-hall wal’agd menurut Rasyid -
Ridha mencakup para amir, hakim, ulama, panglima perang dan

semua pemimpin kharismatik yang menjadi rujukan masyarakat

Islam dalam menjawab kemaslahatan umum. *

Rasyid Ridha memiliki gagasan mengenai kelompok ulama
yang berhak menjadi ab/ al-hall wal aqd. Ulama menurutnya terdiri dari
‘tlga kelompok : (a) ulama yang jumud; (b) ulama pengagum dan
" peniru pola pikir dan sistem eropa; dan (c) pengikut’ gerakan

pembaharuan Islam Moderat (kelompok Abduh).  Dari “ketiga |

kelompok ini menurut Ridha kelompok ketiga lah yang paling berhak
untuk masuk dalam lembaga ab/ al-hall wal aqd. Kelompok ini-

merupakan pengikut Abduh yang menurut Ridha memiliki perpaduan .

antara kemandirian dalam pemahaman agama dan pengetahuan yang
memadai tentang esensi peradaban serta kemajuan Eropa. Sementara
_dua kelompok ulama lainnya, ulama jumud dan pengikut barat, oleh
Ridha dianggap tidak akan sanggup menemukan jalan pembaharuan

‘politik Islam yang ideal. Bahkan dua kelompok ulama tersebut =

'dianggap ikut bertanggung jawab atas kelemahan dan keterbelakangan "
pada masa pemermtahan Utsmaniyah.*

‘Adapun tugas utama lembaga ab/ al-hall wal aqd ini Menurut
Rasyid Rldha36 adalah :
- Tugas khusus :
1. Memilih dan mengangkat khalifah
2. : Memberhentikan khalifah
3. Membai'at khalifah
Tugas umum :
1. Membasmi kedzaliman
2. Menjatuhkan penguasa yang berkhianat (ja 7r)
‘ Pemikiran Ridha mengenai lembaga abl al-ball wal agd memang
lebih maju dibandingkan dengan para pemikir di zaman Klasik dan
Pertengahan mengenai siapa yang memiliki kompetensi untuk
- berperan di lembaga ab/ al-hall wal aqd. Ridha menekankan tugas yang
" diemban oleh ab/ al-hall wal aqd yang tidak berakhir dengan usainya -
pemilihan/pengangkatan khalifah. Mereka terus berperan sebagai- -
" pengawas - pemerintahan khalifah dan harus menghalanginya dari. -

penyelewengan. Lembaga ini harus melakukan perlawanan terhadap
kezaliman dan ketidakadilan khalifah. Apabila kebijakan dan tindakan
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khalifah - berbahaya- .bagi - kemaslahatan -umat. mereka .dapat
- memberhentikan - kekuasaan _khalifah. Jalan', kekerasan -dan - perang
dibenarkan oleh Rasyld Ridha dalam rangka memenuhi tujuan
* tersebut. Pendapat ini lebih maju dibandingkan dengan kebanyakan
pemikir politik Islam zaman. Klasik  dan Pertengahan yang tidak
" membenarkan penggunaan kekerasan dan perang -dalam  rangka
.menghentlkan kezaliman khalifah. Para ulama klasik dan pertengahan
tersebut lebih cenderung menekankan kesetiaan rakyat. pada -
pemimpinnya.dan menolak tindakan kekerasan untuk menyelesalkan
masalah kekhallfahan yang menyeleweng

Berkaltan dengan model- kepemlmpman umat Rasyld Ridha
memberikan tiga persyaratan khusus bagi seorang khalifah. Syarat
khalifah tersebut adalah : adil, &afa'sh, dan- quraish.® Sementara al-
Mawardi*? mengemukakan tujuh syarat, yaitu : adil, berilmu, sehat panca
indera, sehat dari cacat fisik, memaham1 pohtlk mermhkx keberanian, dan
dari keturunan quraish. . e :

Hal yang menarik dari’ persyaratan tersebut adalah adanya
persyaratan ‘bahwa khalifah harus keturunan ‘Quraish.” Argumen
yang dibangun oleh Rasyid Ridha adalah karena : o

1. Keharusan Quraish terdapat dalam nash dan ijma’

Hal ini berdasarkan hadits yang dlnwayatkan melalul 40 ]alur
yaitu :

amA o ‘:UT yang artinya : pemimpin dari kaum ‘Qurqi._ry.“_ Selain
itu dalam al-Qur’an disebutkan .l')'ah‘:wa' L:JJS* 4 Jsdan LS~

L }“ 2
2. Karena ada relasi Quralsh dengan agama

Al-Qur'an ‘menurut Rasyid Ridha mengguﬁakan bahasa Arab
dengan /ab_/ab Qurasy, maka jika khalifahitidak bisa berbahasa
Arab, dan bukan Quralsy umat-akan akan kacau.

3. Adanya fakta hlstons yang mendukung
Ulama dan para sahabat tunduk pada Quralsy

Walaupun persyaratan mengenai Qurasy dlsampalkan sangat
argumentatif oleh Rasyid Ridha seolah-olah hal tersebut merupakan
sesuatu yang mutlak, namun Ridha masih menghadirkan kondisi di
mana kbilafah dapat dipegang oleh selain Quraisy dengan dua syarat*
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‘1. Tidak ada:seorang pun Quralsy yang layak (Imamab adh-
dbamrab)

2 Dltempuh melalui kekuasaan dan" paksaan (a/ tbagba//ub bzl
 gquwwah)

* Kedua hal ini juga mencakup- hal- hal lam yang aktual dalam
kekuasaan. 'Dilakukan cara pertama terjadi kareéna dalam kondisi
darurat dan cara kedua karena kekuatan dan paksaan serta sepenuhnya
‘ tergantung pada pembentuknya tanpa harus oleh ¢ ‘majlis rakyat yang
memutuskan dan mengikat” (lembaga ah/ al- ball wal aqd). Keduanya -
menurut. Rasyid Ridha tetap menuntut kepatuhan rakyat. Namun -
sepaham’ dengan Mawardi dan berbeda dengan pandangan Asy ari,
Ridha menyetujui penurunan tahta khalifah dalam situasi tertentu dan
membenarkan hak’ perlawanan rakyat atas penguasa yang tidak adil.®

L Persyaratan Quralsh yang dla]ukan oleh Rasyld Rldha untuk -
yang fanatxs terhadap Arab Sebahknya Rasyxd Rldha menolak
Arablsme dan Nasmnahsrne Arab yang menurutnya hanya akan .
memperlemah persatuan dunia Islam.* o

. .Mengenai kelayakan dan kompeten51 serta otontas untuk-

memberikan _pettanggungjawaban dan hak penurunan khalifah,
menurut Rasyid Ridha, secara tekhnis berada di tangan ah/ al-hall wal

2 - agd. Dalam: menjalankan kewa;lbannya itu anggota.majelis bekerja

sesuai-syari’ah. Kalau syari’ah tidak menetapkan hal :tersebut maka
ulama diminta pendapatnya, termasuk mereka. yang. merupakan -
‘anggota ah/ a_/-ba// wal aqd. Anggota abhl .al-hall wal - aqd . dituntut
melakukan ijtihad® dengan kekuatan Ijma’, bahkan dalam masalah
politik dan hukum terkait déngan masalah pemenntahan

~ Gagasan penerapan sistem khahfah oleh Rasyld Rldha secara
, gans besar adalah sebagai berikut : :

(a) Pu.rat pemmntaban . khalifah, Ridha mengusulkan pusat

, pemenntahan khalifah berada di suatu tempat yang letak = -

geografisnya berada di tengah dunia Islam, misalnya di kota
Masul, Irak, yang terletak di antara Jazirah Arab dan. Turkl
,Rldha tidak setuju pemermtahan khalifah berada d1 Hijaz,

“""1""walau dahulu terletak di sana dengan alasan tldak adanya. -
stablhtas politik di kawasan-tersebut karena senng ter]adl, -

. konflik antara para pemimpin di Hijaz saat itu.

1 (b). Pemapan calon khalifah, untuk mempersmpkan calon khaleah
. yang berkualitas, Ridha mengusulkan, pembentukan lembaga- :
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pendidikan tinggi keagamaan untuk mencetak kandidat
khalifah. Pendidikan mencakup ilmu agama Islam, sejarah,
ilmu kemasyarakatan, dan 7ajaran agama lain. Pemilihan
khalifah dilakukan secara bebas oleh rekan-rekan lembaga
tersebut, untuk kemudian dikukuhkan melalui baiat oleh
lembaga ah/ al-hall wal agd dati seluruh dunia Islam.

(c) Mukhtamar Akbar Islam, Ridha mengusulkan penyelenggaraan
muktamar Islam di Kairo yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
seluruh negara Islam dan seluruh umat Islam. Ridha memilih
Kairo sebagai tempat penyelenggaraan muktamar karena
baginya Mesir adalah negara yang paling kompeten
menyelenggarakan  kegiatan  tersebut, namun tanpa
memberikan argumen kompetensi tersebut. Muktamar
berlangsung pada tahun 1926 dan berakhir dengan kegagalan.
Kegagalan disebabkan peserta muktamar terpecah menjadi
tiga kubu yang secara kuat mempertahankan pemimpin yang
mereka ajukan menjadi khalifah. Kubu pertama mengajukan
Sultan Abdul Majid dari Turki untuk menjadi khalifah. Kubu
kedua mendesak forum agar mengakui kekhalifahan Syarif
Husein, yang memberontak atas kekhalifahan Turki pada
tahun 1916 dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah.
Kubu kefiga, yang merupakan ulama Mesir, berusaha agar
forum memutuskan Raja Fuad dari Mesir untuk menjadi
khalifah. Kerasnya pertentangan antarkelompok dalam peserta
tersebut tidak menghasilkan keputusan final atas terpilihnya
khalifah bagi dunia Islam.*

Penutup

Paradigma tradisionalis merupakan serangkaian resistensi
terhadap budaya Barat dalam kondisi politik umat Islam yang kian
melemah. Menyikapi masalah ini kaum tradisionalis mengajak
kemabali memegang teguh tradisi dalam sejarah yang dianggap paling
otentik dan sesuai syariah. Kaum tradisionalis di era modern berupaya
menjangkau masa lalu untuk menghadapi persoalan kekinian.

Rasyid Ridha adalah sosok yang gigih dengan keyakinannya
untuk dapat melestarikan tradisi kekhalifahan dalam Islam. Sistem
khalifah menurutnya tidak dapat berdir1 sendiri dan harus
direpresentasikan dalam bentuk negara Islam. Karena baginya
kepemimpinan khalifah tidak bisa absolut, bahkan memerlukan
lembaga kontrol yang mewakili kedaulatan rakyat yaitu lembaga ab/ ha/
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wal aqd yang terdiri dari berbagai unsur dan perwakilan dari negara-
negara Islam.

Konsep negara Islam yang dijelaskan oleh Rasyid Ridha
sebagai a/Kbhilafab al-Islamiyab memperlihatkan adanya hubungan
antara teori tentang kekhalifahan dan teori tentang negara Islam.
Pemikiran Ridha dianggap paradoksikal, romantis bahkan utopis oleh
beberapa pakar. Namun setelah kita menelaah pemikiran dan konsep
yang ia gagaskan, kita dapat melihat bahwa Rasyid Ridha telah berhasil
mencanangkan gagasan dasar bagi para penganjur negara Islam
berikutnya. Ia mampu memformulasikan “tradisi” untuk menjawab
permasalahan politik di era modern, sehingga nilai-nilai kedaulatan
rakyat dan hukum yang manusiawi tercakup dalam bentuk negara
Islam.

Pemikiran politik Islam yang digagas kaum tradisional sampai
saat ini masih terus dikaji dan bahkan --sejak gagasan tersebut
dicetuskan-- beberapa komunitas Muslim bergerak, tidak hanya dalam
wacana bahkan dalam kegiatan politik praktis, membentuk kelompok-
kelompok yang mendambakan model kepemimpinan ideal yang
dicetuskan oleh pemikir tradisional ini.
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